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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 

1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini 

memberikan arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum 

merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian hukum 

mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan di dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.1 Berdasarkan pada Undang-undang 

Dasar tersebut, maka seluruh masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-

aturan Hukum. Selain itu dalam UUD 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan 

Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan 

penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan 

seluruh masyarakat indonesia. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama 

yakni tunduk kepada negara hukum yang adil. Tidak ada seorangpun termasuk 

penguasa negara yang kebal terhadap hukum. 

 

 

 

                                                             
1 Marwan Effendi, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif 

Hukum, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, hlm 1 



 

 

Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah 

meletakan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia, dimana dinyatakan bahwa 

tujuan negara ini adalah mewujudkan suatu tata kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan teratur serta menjunjung 

tinggi rasa keadilan. Namun, saat ini banyak anggapan yang menyatakan bahwa 

hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian 

sehingga tujuan negara belum terwujud. 

Menurut Achmad Ali, adanya fenomena yang menganggap hukum belum 

mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian sebagaimana yang  

merupakan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum perlu 

mendapat perhatian yang serius lebih-lebih dalam negara yang berdasarkan hukum 

ini. 2 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum tertinggi 

sekaligus menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan Negara dan 

pembangunan. Pemerintah dari tahun ke tahun harus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas sehingga 

tercapailah tujuan negara, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang 

Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ‘’Negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ’’. Demi terwujudnya Pasal 34 ayat  

(2) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah telah mengupayakan berbagai 

program kerja dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai 

bidang, salah satunya adalah bidang pangan. Upaya yang dilakukan oleh 
                                                             
 2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 67 



 

 

Pemerintah untuk meminimalisir masalah pangan ialah melalui Program Beras 

Miskin (Raskin). Program Beras Miskin merupakan salah satu dari usaha 

Pemerintah yang dilakukan  guna  menanggulangi masalah kemiskinan.  

Program Raskin ini diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras 

pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya  krisis ekonomi   

pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran 

hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah 

menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu 

kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras 

kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya  

sekitar Mei-Juni 1998, Menghadapi  situasi  ini, Pemerintah telah memutuskan 

membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan Food 

Crisis Center atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak 

lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya 

dilakukan oleh BULOG. Penunjukan BULOG untuk melaksanakan  program  ini  

antara  lain  karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber 

daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 

mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan  terlebih  

dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada Pemerintah. 3  Tahun 2002 

program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin). 

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) 

dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum 

                                                             
3 Indroyono soesilo “Pedoman Umum Raskin”, (Jakarta Badan Penerbit KKBKR, 2011), 

hlm. 20 



 

 

BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri 

dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : 

PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat. Program Raskin merupkan subsidi pangan sebagai upaya dari 

Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan 

pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu 

menjangkau keluarga miskin berdasarkan PAGU (Plafon Gubernur). Program 

Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah  tangga  

miskin  sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan 

memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat. 4 Sasaran dari 

Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin 

untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan   

rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. 5 

Aturan penyaluran Beras warga miskin juga telah diperhatikan oleh 

pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Kesra No.35 Tahun 2008, 

 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. Namun, terdapat pula oknum-oknum yang 

mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melanggar aturan 

tersebut, Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan 

turut mendorong terjadinya krisis moral baik bagi para pemegang kekuasaaan 

maupun bagi masyarakat biasa. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk 

dari pelanggaran norma sosial. Hal ini ditentukan dalam batas kaidah yang 

dijunjung masyarakat  pada  hampir  setiap  masyarakat  yang hidup. Kejahatan 

                                                             
4 Ibid., hlm. 16 

5 Ibid., hlm. 18 



 

 

tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang selaras 

dengan aspek sosial dan kemajuan yang ada di masyarakat. 

Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu 

memberikan solusi yang tepat. Aktualisasi kebijakan hukum pidana merupakan 

salah satu penunjang bagi penegagakan hukum pidana, khusunya pencegahan 

tindak kejahatan.6 

Kejahatan yang marak dan terus berkembangan hingga saat ini adalah 

kejahatan terhadap harta benda. Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap 

harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas 

benda milik orang lain (bukan milik petindak).7 Salah satu kejahatan yang 

merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan. 

Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pada Pasal 372  –  377 KUHPidana 

yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan bawah sampai 

lapisan masyarakat atas, penyalahgunaan kepercayaan serta wewenanglah yang 

mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Pasal 374 

KUHPidana telah menyatakan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun”, adanya aturan pemerintah adalah untuk 

ditegakkan, sehingga kehidupan akan tertib dan damai. Akan tetapi pada 

kenyataannya bahwa aturan lahir untuk dilanggar, kejahatan timbul karna adanya 

                                                             
6 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana¸ Prenada Media Group, 

Jakarta, 2008, hlm 2 
7Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm 1. 



 

 

kesempatan pelaku untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan baik sadar 

dari diri sendiri maupun tidak. Oleh karena itu, para penegak hukum haruslah lebih 

memerhatikan dengan ketat terhadap pelaku kejahatan.8 

Di Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh 

Tenggara telah terjadi tindak pidana Penggelapan beras untuk orang-orang miskin 

(RASKIN), yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Efendi 

Simanjuntak, pada tahun 2013 desa tersebut mendapatkan jatah beras untuk 

masyarakat miskin (raskin) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kg per 

bulannya, sedangkan jumlah rumah tangga masyarakat yang mendapatkan jatah 

raskin di Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh 

Tenggara sesuai dengan surat tentang alokasi raskin yang dikeluarkan oleh Camat 

Deleng Pokhkison adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga, akan tetapi 

pada tanggal 20 Januari 2013 perangkat Desa Rukhahan Kecamatan Deleng 

Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh Kepala Desa Efendi 

Simanjuntak melakukan musyawarah tanpa sepengetahuan masyarakat 

menyepakati pembagian raskin tersebut dibagikan kepada seluruh rumah tangga 

masyarakat yang ada di Desa Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten 

Aceh Tenggara sebanyak 42 (empat puluh dua) rumah tangga masyarakat yang 

tiap bulannya menerima 6,4 (enam koma empat) kg per rumah tangga, serta setiap 

masyarakat yang menerima beras raskin tersebut diwajibkan untuk membayar  

sejumlah  uang  kepada  Kepala Desa  sebesar  Rp.1.600,-  (seribu  enam  ratus 

rupiah)  per kilogramnya, dimana tiap bulannya raskin tersebut ia bagikan di 

                                                             
 8 Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Pidana Indonesia, Amarta, Jogjakarta, 1988, hlm. 
141 



 

 

rumahnya sedangkan seharusnya setiap rumah tangga masyarakat Desa Rukhahan 

Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara menerima raskin 

tersebut sebanyak 10,4 (sepuluh koma empat) kg perbulannya, sehingga secara 

keseluruhannya terdapat selisih sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh 

enam) kg dengan jumlah dana sebesar Rp.2.505.600,- (dua juta lima ratus lima 

ribu enam ratus rupiah ), dimana jumlah raskin sebanyak 1, 566 (satu koma lima 

 ratus enam puluh enam ) kg tersebut telah dipergunakan oleh Kepala Desa  untuk 

keperluan pribadinya.9 Kejahatan seperti ini akan menjadi faktor penghambat 

pembangunan di segala bidang. 

Terdakwa Efendi Simanjuntak, didakwa hukuman 4 (empat) bulan penjara 

yang kemudian diputus untuk dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan pidana penjara oleh 

Majelis Hakim yang diketuai oleh Khoiruman Pandu Kesuma Harahap.S.H.,MM, 

Sesuai dengan kasus diatas pengawasan penyaluran beras warga miskin harus 

lebih diperhatikan agar tepat sasarannya untuk tercapainya tujuan dan menjunjung 

program Pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, hal inilah yang menjadi latarbelakang 

penulis untuk mengangkat menjadi topi pembahasan dalam penulisan skripsii 

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENGGELAPAN BERAS WARGA MISKIN (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR: 128/PID.B/2014/PN.KTN)” 

 

B.   Rumusan Masalah 

                                                             
 9 Pengadilan Negeri Kutacane “Putusan Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn”, hlm. 4-5. 



 

 

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana Penggelapan Beras Warga Miskin dalam Putusan Nomor 

128/PID.B/2014/PN.Ktn ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan Beras Warga Miskin 

dalam Putusan Nomor 128/PID.B/2014/PN.Ktn ? 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan penerapan ketentuan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana Penggelapan Beras Warga Miskin 

dalam Putusan Nomor 128/PID.B/2014/PN.Ktn. 

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana Penggelapan Beras Warga Miskin dalam Putusan Nomor 

128/PID.B/2014/PN.Ktn. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yaitu; 

 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para 

penegak hukum, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 



 

 

pemikiran dan Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain 

yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan 

dengan penyaluran Raskin. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Agar tulisan penelitian ini memberikan pengetahuan tentang kasus 

penggelapan bantuan sosial khususnya penggelapan Raskin dalam rangka 

meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana, dan juga menambah khasanah 

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

 

E. Kerangka Teori 

 Kerangka teori adalahabstraksi hasil pemikiran atau kerangka patokan atau 

grund yang berhubungan untuk pelaksanaan penelitian hukum.10  Penelitian ini 

menggunakan kerangka teoritis antara lain : 

 

1. Teori Tujuan Hukum 

Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum.11 Tidak mudah untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut, bahkan 

harus diperjuangkan terus menerus seirama dengan kemajuan peradaban 

masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perubahan tersebut 

pada gilirannya membawa perubahan terhadap kebutuhan eksistensi peraturan 

perundang-undangan, yang semula diprediksikan mampu mewujudkan tujuan 

                                                             
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta,Rineka Cipta, 1986, hlm. 103 
11 .J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1996, hlm. 84. 



 

 

hukum dan tujuan sosial yang diharapkan akan tetapi menurut kenyataannya justru 

kurang efektif, sehingga perlu direformasi mengikuti perubahan kehidupan 

masyarakat. 

2. Konsep Keadilan 

 

Konsep keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak jaman 

Yunani kuno dan terus bergulir hingga kini. Pembicaraan keadilan memiliki 

cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum sampai pada 

keadilan sosial. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terciptanya keadilan 

tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Pendapat lain mengatakan untuk menjadi 

adil cukup mudah, namun tidak mudah pada penerapannya dalam kehidupan. 

Konsep keadilan menurut John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih 

menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan 

antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Kepentingan 

utama keadilan adalah: (1) Jaminan stabilitas hidup manusia, dan; (2) 

Keseirnbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersarna. Struktur 

masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, di mana 

hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan 

kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: 

(1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak, dan; (2) 

Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Penyebab ketidakadilan adalah 

situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang 

dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Dalam 

menciptakan keadilan, prinsip utama yang perlu dipergunakan adalah: (1) 



 

 

Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua 

pihak; (2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang 

paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan 

persamaan yang adil atas kesempatan.12 

Kemudian Rawls  memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu 

keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (justice) 

yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (fairness). Atas dasar 

demikian muncul istilah yang digunakan oleh Rawls yaitu justice as fairness, yaitu 

keadilan dianggap sudah terjadi apabila unsur fairness atau keadilan prosedural 

sudah tercapai.13 

3. Konsep Harbeas Corpus Art 

Curtis R. Reitz menerangkan bahwa harbeas corpus merupakan perintah 

hakim yang berasal dari abad pertengahan, yang memerintahkan orang yang 

menguasai tahanan untuk menyimpulkan sosok tahanan dihadapan seorang hakim.  

Fungsi yang sangat dikenal yaitu, bahwa perintah itu mengizinkan hakim 

untuk memutus apakah diberikan wewenang oleh hukum untuk melakukan 

penahanan terhadap seseorang. Apabila hakim berpendapat bahwa penahanan itu 

melanggar Undang-Undang, maka tahanan itu harus dilepaskan segera. Dengan 

demikian, setiap penahanan yang dianggap tidak legal dapat dimintakan 

pemeriksaannya melalui perintah harbeas corpus dari hakim. 

                                                             
12 Dardji dan Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia, 1995, 

hlm. 211. 
13John Rawls, A Theory Of Justice, Harvard University Press Cambridge, Massachusets, 

diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, 
hlm. 12. 



 

 

Harbeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu 

surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas 

dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah 

tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan 

ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu 

benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun 

jaminan hak-hak asasi manusia. 

Prinsip dasar Harbeas Corpus inilah yang memberikan inspirasi untuk 

menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang 

yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk 

mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan 

kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan suratsurat yang 

diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. 

Prinsip dasar Harbeas Corpus memunculkan gagasan yang memberikan 

perlindungan kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang 

dilakukan aparat penegak hukum. Sistem peradilan menganut asas praduga tidak 

bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang 

yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau 

penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa 

dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal 

penangkapan maupun penahanan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teori Pertimbangan Putusan Hakim 

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya, akan tetapi 

freedom of judgement dalam memutus pidana tidaklah limitless. Putusan hakim 

yang benar adalah jika mengandung unsur-unsur Keadilan, Zweckmassigeit, 

Rechtssicherheit (kepastian hukum) secara proporsional. Hakim dalam mengambil 

keputusan harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu :14 

1. Kesalahan pelaku tindak pidana 

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 

3. Cara melakukan tindak pidana 

4. Sikap batin pelaku tindak pidana 

5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi 

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

F. Metode Penelitian 

                                                             
14 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23 



 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum 

yuridis normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, 

menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum yang doktrinal 

bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian 

kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di 

kitab-kitab undang-undang, berikut ajaran atau doktrin yang 

mendasarinya.15 

Penelitian ini bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma 

hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan 

asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal pencarian asas 

dan doktrin adalah norma-norma hukum positif. Kemungkinan 

penyelenggaraan penelitian doktrinal bergantung kepada “sudah atau belum 

selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” kegiatan inventarisasi. 

Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ditentukan oleh bahan-bahan 

apa yang ada di dalam penelitian inventarisasi nyatanya di identifikasi dan 

diklasifikasi sebagai hukum.16  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) 

                                                             
15 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, 

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.121 

16Soetandyo Wignjosoebroto dan Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 82-83. 



 

 

Pendekatan aturan hukum digunakan untuk mempelajari konsistensi 

dan kesesuaian antar aturan hukum dan norma hukum berdasarkan hierarki 

dan asas-asas aturan hukum sehingga dapat menjadi argumen untuk 

memecahkan isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji 

permasalahan hukum terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Kutacane, 

serta interpretasi hakim dalam menjatuhkan Putusan apakah sudah sesuai 

dengan teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai 

objek yang telah diputus oleh Pengadilan untuk dijadikan referensi bagi suatu 

ilmu hukum. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah 

ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai 

kepada suatu keputusan. Baik untuk keperluan praktis maupun untuk 

keperluan akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan 

referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.17 

Pendekatan kasus pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan 

Negeri Kutacane dalam perkara Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn dalam kasus 

Penenggelapan Beras Warga Miskin (RASKIN), putusan tersebut akan diteliti 

apakah pertimbangan hukum hakim yang memutus perkara sudah sampai 

pada unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.  

                                                             
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 

94. 



 

 

Oleh karena itu, dengan mengkaji putusan-putusan hakim, maka akan 

mampu menjawab permasalahan hukum yang dihadapi peneliti serta tergali 

dan terungkap nilai-nilai, gagasan, keyakinan, pola perilaku hakim dalam 

mengkontruksi putusan, sehingga akan dihasilkan putusan hakim yang adil, 

benar, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat. 

c. Pendekatan Konseptual (Conseptual approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga akan 

menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang 

dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.18 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi Tindak Pidana 

Penggelapan. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan 

berupa from dokumentasii, yaitu suatu alat pengumpulan data 

sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk 

menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian 

dilakukan. 

                                                             
18 Ibid., hlm. 95. 



 

 

1)  Bahan hukum primer 

a)   KUHP Buku II Pasal 372  –  377   

b)  Perdagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

2)   Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat  membantu  

menganalisa dan memahami bahan  hukum primer, seperti hasil 

karya ilmiah dan penelitian para pakar di bidang ilmu hukum. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti majalah, koran, internet dan lain sebagainya. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan 

adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder 

maupun tersier.19 Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan 

bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan 

dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.. 

                                                             
 19 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.24 



 

 

Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan 

menggunakan metode interpretasi hukum. Berkaitan dengan jenis-jenis interpretasi 

hukum, Andi Hamzah menguraikan sebagai berikut:20 

a. Penafsiran gramatikal, artinya penafsiran ini berdasarkan 

kepada kata-kata undang-undang. Jika kata-kata undang-

undang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan 

kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat 

undang-undang lain. 

b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan 

menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan 

hukum atau norma-norma hukum yang terkandung 

didalamnya. 

c. Penafsiran historis, yaitu penafsiran dengan menelaah 

sejarah hukum yang dilakukan dengan maksud untuk 

mencari atau menggali makna yang ada didalamnya 

sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk 

undang-undang pada saat merumuskan aturan-aturan 

tersebut ke dalam undang-undang. 

d. Penafsiran telelogis, yaitu penafsiran yang dilakukan 

dengan memperhatikan mengenai tujuan hukum 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat luas. 

                                                             
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010 

hlm.112-116 



 

 

e. Penafsiran antisipasi, yaitu penafsiran yang didasarkan 

kepada undang-undang baru yang bahkan belum berlaku. 

f. Penafsiran sosiologis, yaitu berdasarkan dampak waktu 

(perubahan masyarakat) untuk menjangkau semua 

golongan etnik yang beraneka ragam didasarkan 

perkembangan kemajuan zaman. 

5. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir 

induksi karena Putusan hakim dalam Putsan Nomor 128/Pid.B/2014/PN.Ktn 

merupakan kasus konkrit untuk merumuskan fakta, dan mencari hubungan sebab 

akibat, maka diperlukan suatu penalaran hukum (legal reasoning) untuk 

memecahkan isu hukum dengan menggunakan analisis dan kemudian 

mensintesiskan kesimpulan yang preskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis 

membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu : 

BAB I:  Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik 

pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, metode 

penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan. 

Bab II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan 

skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam 

penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai tindak 

pidana ekonomi penggelapan beras raskin, dan dasar 

pertimbangan hakim serta metode penafsiran hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana. 

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang 

dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab 

II. 

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang 

merupakan  intisari dari penelitian skripsi ini. 
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